
BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat kesimpulan bahwa :

a. Mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan pasangan

perseorangan Nurul Azizah dan Nafik Sahal dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun

2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Kesesuaian tersebut terlihat dari terpenuhinya unsur objek sengketa dan

subjek sengketa, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, serta

terlaksananya seluruh tahapan penyelesaian sengketa mulai dari

pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, musyawarah

tertutup, musyawarah terbuka, pembuktian, hingga pembacaan putusan

oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian, proses

penyelesaian sengketa telah berjalan sesuai dengan prinsip due process

of law

b. Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pencalonan

pasangan perseorangan Nurul Azizah dan Nafik Sahal tercermin dalam

pertimbangan dan putusan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang tidak

hanya berpedoman pada data administratif dalam Sistem Informasi
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Pencalonan (Silon), tetapi juga mempertimbangkan bukti fisik dan fakta

yang terungkap dalam persidangan. Bawaslu menilai bahwa gangguan

sistem elektronik yang menyebabkan tidak seluruh dukungan dapat

terinput bukan merupakan kesalahan pemohon, sehingga tidak dapat

dijadikan dasar untuk menghilangkan hak konstitusional warga negara

untuk dipilih. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa

ketergantungan yang tinggi terhadap sistem digital tanpa mekanisme

alternatif yang memadai masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem

administrasi pencalonan berbasis teknologi guna menjamin perlindungan

hak politik peserta pemilihan serta mewujudkan kepastian hukum yang

berkeadilan dalam penyelenggaraan Pilkada.

B. Saran

KPU, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Silon, mencakup

peningkatan stabilitas sistem, kapasitas server, keamanan data, serta

penyediaan mekanisme cadangan yang memiliki dasar hukum. Selain itu,

diperlukan aturan jelas terkait gangguan sistem dan kondisi force majeure

dalam penyelenggaraan pemilu elektronik.

Bawaslu, perlu memperkuat perannya sebagai lembaga pengawas

sekaligus quasi peradilan dengan pendekatan yang tidak hanya formal,

tetapi juga berorientasi pada keadilan materiil. Bawaslu juga perlu

menyusun pedoman dan standar penanganan sengketa berbasis sistem
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digital untuk meningkatkan konsistensi putusan, kepastian hukum, dan

kepercayaan publik.
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